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Abstract

This research analyzes the impact of the 2025 education budget on Indonesian economic
activity using Input-Output (IO) analysis. This research utilized data from the Indonesia 10
Table for 2020 on 17 products, on the population aged 15 years and over who worked in the
past week by main job field, and on the GDP deflator. This research finds that the relationship
between the Education Service and other sectors is weak. It makes a significant difference in
the magnitude of the Education Service’s impact compared to other sectors. Outside the
Education Service, the two sectors that are always among the top four in terms of impact on
output, gross value added, labor income, and labor absorption are the Manufacturing Industry
and the Trade and Vehicle Repair. This research finds that sectors experiencing a small
change in the absolute value of output may experience a big percentage change in output. The
relatively low impact of the education budget on other sectors confirms that it will have a
significant effect on the economy over the long term.
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Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak anggaran pendidikan tahun 2025 terhadap perekonomian
Indonesia menggunakan pendekatan Analisis Input Output (I0). Penelitian ini menggunakan
data Tabel 10 Indonesia tahun 2020 untuk 17 produk, penduduk berumur 15 tahun ke atas
yang bekerja selama seminggu terakhir menurut lapangan pekerjaan utama serta deflator
PDB. Penelitian ini menemukan keterkaitan Jasa Pendidikan dengan sektor-sektor lainnya
tergolong lemah. Hal itu membuat besaran dampak Jasa Pendidikan berbeda secara
signifikan dengan dampak sektor-sektor yang lain. Di luar Jasa Pendidikan, dua sektor yang
selalu masuk dalam rangking empat besar dampak dalam output, nilai tambah bruto, upah
tenaga kerja maupun penyerapan tenaga kerja adalah Industri Pengolahan serta
Perdagangan dan Reparasi Kendaraan. Penelitian ini juga menemukan sektor yang
memperoleh dampak perubahan output dalam nilai absolut yang kecil, bisa mendapat dampak
perubahan output dalam persentase yang besar. Dampak anggaran pendidikan yang relatif
kecil ke sektor-sektor lain menegaskan bahwa anggaran pendidikan akan berdampak
signifikan terhadap perekonomian dalam jangka panjang.
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1. Pendahuluan

Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan suatu negara tidak dapat
dipisahkan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
berdampak positif terhadap kemakmuran suatu negara. Pertumbuhan ekonomi
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan modal, kualitas sumber daya
manusia, serta kemajuan teknologi. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat
dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendidikan masyarakat (Surya et al., 2025).

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen utama dalam
mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama alokasi APBN adalah pada
sektor pendidikan, mengingat pendidikan memiliki peran dalam mencetak sumber
daya manusia yang unggul dan berdaya saing (DJA Kemenkeu, 2025). Melalui alokasi
anggaran pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan akses, kualitas, dan
pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian optimalisasi
penggunaan APBN di sektor pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi
yang produktif, inovatif, dan siap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara
berkelanjutan. Gambar 1 menunjukkan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat
untuk sektor pendidikan menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan.
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Gambar 1: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk Pendidikan 2005-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2026a)

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya
manusia yang berdaya saing dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka
panjang. Sejalan dengan urgensi tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha tetap
berkomitmen untuk memenuhi kewajiban alokasi 20% anggaran pendidikan dalam
APBN, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (Saptati, 2025). Bahkan, meskipun
Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun
2025.

Anggaran pendidikan secara formal dialokasikan 20%, namun realisasinya tidak
selalu mencapai angka tersebut (Simamora, 2025). Dalam APBN 2025, pemerintah
mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun atau sekitar 20 persen
dari belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angg ran tersebut dikucurkan melalui
belanja pemerintah pusat sebesar Rp 297,2 triliun, transfer ke daerah Rp 347,09 triliun,
dan Rp 80 triliun melalui berbagai skema pembiayaan pemerintah (DJPB Kemenkeu,
2025).




Journal of Economics Research and Policy Studies, 6(1), 2026, 135

Anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat digunakan untuk Program
Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,1 juta
mahasiswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 477.700 guru non-Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya, anggaran yang diberikan melalui transfer ke daerah
digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa, Bantuan
Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi 6,1 juta peserta didik Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), TPG bagi 1,5 juta guru non-PNS daerah (PNSD) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik
pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan
daerah. Skema pembiayaan anggaran pendidikan berupa 49.971 beasiswa (kumulatif)
melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beasiswa gelar dan non-gelar
hasil kerja sama Kemendikbudristek dan Kemenag serta pendanaan riset (DJPB
Kemenkeu, 2025). Dengan demikian alokasi anggaran pendidikan tersebut tidak
hanya dimaksudkan untuk menjamin akses dan pemerataan layanan pendidikan,
tetapi juga untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran, meningkatkan
profesionalitas guru, dan menyediakan infrastruktur yang memadai bagi
pengembangan kompetensi peserta didik.

Hasil dari pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan alam jangka
panjang, yaitu saat siswa/mahasiswa lulus dan kemuian masuk ke dunia kerja. Namun,
investasi dana untuk sektor pendidikan memberi dampak dalam jangka pendek karena
aktivitas produksi jasa pendidikan bisa memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain
dalam perekonomian. Konsep keterkaitan antar sektor menjelaskan bahwa
pengeluaran pada satu sektor akan memicu permintaan input atau faktor produksi dari
sektor lain dan output dari sektor tersebut bisa menjadi input bagi sektor lain. Hal itu
terjadi melalui mekanisme rantai produksi (Wang & Powers, 2009).

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau aliran dana
operasional kepada sekolah tidak hanya dialokasikan untuk kompensasi guru dan
tenaga kependidikan. Dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan sarana
pembelajaran (seperti komputer, mebel, dan perangkat laboratorium), pemeliharaan
infrastruktur pendidikan, konsumsi energi dan utilitas, hingga penyediaan layanan
kebersihan dan katering. Aktivitas ini mendorong permintaan pada sektor teknologi
informasi, industri furnitur, konstruksi, jasa kebersihan, hingga transportasi. Anggaran
beasiswa KIP yang diterima mahasiswa tidak hanya digunakan untuk membiayai
kebutuhan pendidikan seperti pembayaran uang kuliah, pembelian buku dan
perangkat belajar tetapi juga biaya hidup seperti biaya transportasi, sewa tempat
tinggal, hingga konsumsi harian(Efendy & Nanang, 2025). Pengeluaran-pengeluaran
tersebut secara langsung menggerakkan berbagai sektor ekonomi, seperti sektor
pendidikan tinggi, industri percetakan dan perangkat belajar, transportasi, penyediaan
akomodasi, serta sektor ritel dan makanan. Dengan demikian, belanja pendidikan
menciptakan efek ekonomi langsung, tidak langsung, dan lanjutan (induced effect)
melalui peningkatan pendapatan dan konsumsi pekerja yang terlibat dalam rantai
produksi tersebut (Sampoerna University, 2022).
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Belanja pendidikan juga menghasilkan keterkaitan ke depan (forward linkage),
dimana output sektor pendidikan berperan sebagai input penting bagi sektor-sektor
lain dalam perekonomian. Produk dari kegiatan pendidikan berupa peningkatan
kualitas sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas di sektor industri, jasa,
pertanian, maupun pemerintah. Lulusan berpendidikan menjadi agen utama dalam
mempercepat adopsi teknologi, memperbaiki efisiensi proses produksi (Purba et al.,
2025), serta memicu lahirnya sektor-sektor ekonomi berbasis pengetahuan
(knowledge-based economy) (OECD, 2001). Selain itu, perguruan tinggi memiliki
peran strategis sebagai pusat inovasi dan penelitian yang mendukung dunia usaha
dalam menciptakan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Jadi di bidang
pendidikan tidak hanya memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui
keterkaitan ke belakang, tetapi juga menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang
dan meningkatkan daya saing nasional melalui keterkaitan ke depan.

Anggaran pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas
sumber daya manusia dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek juga bisa
sebagai stimulus fiskal yang menghasilkan efek pengganda terhadap perekonomian
nasional. Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi dampak sektoral dari alokasi
anggaran pendidikan dan memberikan bukti empiris mengenai peran pendidikan
dalam perekonomian Indonesia. Pendekatan analisis Input-Output menjadi relevan
untuk mengukur besaran dampak tersebut secara komprehensif, karena mampu
menangkap struktur keterkaitan produksi antar industri serta mengestimasi dampak
menghitung dampak anggaran belanja pendidikan terhadap perubahan output, nilai
tambah bruto (NTB), upah dan penyerapan tenaga kerja.

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh dari anggaran pemerintah untuk
pendidikan di Indonesia sudah cukup banyak. Ada yang meneliti pengaruhnya
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Harjunadhi & Rahmawati, 2020;
Maulina & Andriyani, 2020; Meydiasari & Soejoto, 2017; Sari & Tukiran, 2022;
Susilawati & Syukri, 2025), pertumbuhan ekonomi (Hasyim et al., 2020; Iswahyudi &
Canyono, 2025; Nurhayadi, 2020; Rusdiana et al., 2020; Siringoringo & Purwono,
2021), kemiskinan (Carolina, 2022), sektor pendidikan (Christianingrum, 2018; Fahmi
& Baradja, 2024). Mayoritas penelitian tersebut menggunakan analisis regresi, kecuali
Christianingrum (2018) yang menggunakan uji beda rata-rata dan Nurhayadi (2020)
yang menggunakan analisis statistika deskriptif.

Belum ada penelitian yang menggunakan analisis keterkaitan antar sektor atau
kerangka Input-Output (IO) untuk menilai dampak anggaran belanja pendidikan secara
menyeluruh terhadap perekonomian, kecuali (Sumarni, 2016). ltulah kebaruan yang
ditawarkan oleh penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari
anggaran belanja untuk sektor pendidikan terhadap sektor-sektor ekonomi di
Indonesia secara komprehensif atau secara makro menggunakan analisis 10. Selain
itu dalam penelitian ini juga akan diidentifikasi keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi
di Indonesia. Meskipun Sumarni (2016) juga meneliti pengaruh dari investasi
pendidikan terhadap perekonomian menggunakan analisis 10, namun ia tidak hanya
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meneliti pengaruh dari investasi pendidikan, melainkan juga investasi kesehatan.
Dalam analisisnya juga tidak membedakan pengaruh dari kedua investasi. Selain itu
Sumarni (2016) meneliti investasi pendidikan secara keseluruhan, sementara dalam
penelitian ini, tidak semua anggaran pendidikan disimulasikan dampaknya terhadap
perekonomian yang dijelaskan pada bagian metode. Lebih lanjut, penelitian ini
menggunakan tabel 10 tahun 2020 menurut 17 produk (sektor ekonomi), sedangkan
Sumarni (2016) menggunakan tabel 10 dari tahun sebelumnya dan menganalisisnya
menurut 34 sektor ekonomi.

Melalui pendekatan analisis 10, dampak langsung, tidak langsung, dan terinduksi
dari anggaran belanja pendidikan terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia akan
dapat diukur. Karena itu hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan
gambaran yang lebih lengkap dibanding penelitian sebelumnya yang hanya mengkaiji
hubungan statistik langsung tanpa mempertimbangkan struktur keterkaitan antar-
sektor.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keterkaitan Antar Sektor

Teori ini menekankan peran penting keterkaitan antar sektor dalam mendorong
pembangunan ekonomi, serta mendukung penerapan strategi pertumbuhan yang
tidak seimbang (unbalanced growth). Hirschman mengkritik pendekatan pertumbuhan
seimbang (balanced growth) karena keterkaitan antar sektor yang lemah dapat
menghambat integrasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Hirschman
menekankan peran ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam proses pertumbuhan
serta pentingnya hal itu dalam mendorong pengambilan keputusan investasi
(Benameur, 2025).

Pendekatan pertumbuhan tidak seimbang memperkenalkan strategi berbasis
keterkaitan (linkage-based strategy) yang memungkinkan identifikasi sektor-sektor
kunci dengan ketergantungan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang paling
signifikan. Hirschman mengusulkan penciptaan mekanisme pendorong (inducement
mechanisms) untuk membantu mengatasi berbagai hambatan dalam pembangunan
melalui sektor-sektor kunci tersebut. Investasi pemerintah yang ditargetkan (secara
tidak seimbang) dengan baik, akan dapat mendorong pembangunan yang lebih luas .

Menurut Hirschman terdapat dua macam keterkaitan, yaitu keterkaitan ke depan
(forward linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage). Keterkaitan ke
depan dari suatu industri adalah proporsi total output industri tersebut yang tidak
langsung menuju ke permintaan akhir, tetapi digunakan oleh industri lain. Sementara
itu, keterkaitan ke belakang dari suatu industri adalah proporsi total output industri
tersebut yang dibeli oleh (menjadi input bagi) industri lain (Holz, 2011).

Pendekatan pertumbuhan tidak seimbang memprioritaskan pengembangan sektor-
sektor yang memiliki potensi keterkaitan antar sektor tertinggi (sektor kunci), dengan
asumsi bahwa beberapa investasi perlu tumbuh lebih cepat di sektor-sektor tertentu
dibandingkan sektor lainnya (Benameur, 2025). Dengan memusatkan investasi di
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sektor kunci, maka pemerintah membuka peluang bagi industri-industri di hulu untuk
menghasilkan profit dengan menjadi pemasok input (keterkaitan ke belakang). Hal itu
akan mendorong terjadinya investasi pada industri-industri di hulu. Sedangkan hasil
produksi (output) di sektor kunci menciptakan peluang bagi industri-industri di hulu
yang menggunakan output tersebut sebagai input produksinya (keterkaitan ke depan),
untuk menghasilkan profit. Hal itu akan mendrong terjadinya investasi pada industri-
industri di hilir (Holz, 2011).

Tabel 10

Tabel 10 menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor produksi untuk
kebutuhan input antara dalam proses produksi dan oleh para pelaku ekonomi untuk
konsumsi akhir (BPS, 2025a). Tabel 1 mengilustrasikan tabel O untuk suatu
perekonomian sederhana dengan 2 sektor.

Tabel 1. Tabel 10 Dua Sektor

Sektor Sektor 1 Sektor 2 Permintaan Akhir Total Output
Sektor 1 Z11 Z12 Fi. X;.
Sektor 2 Z21 Z2o F,. X.
NTB VA4 VA,

Total Input X4 X2

di mana: z; adalah nilai produk sektor ke-i yang digunakan sebagai input sektor ke-j,
dengan Jj, j adalah indeks untuk sektor = {1,2}, VA; adalah nilai tambah sektor ke-j, F:
adalah permintaan akhir, X;. adalah total output sektor ke-i dan X, adalah total input
sektor ke-j, dengan X;. = X (total output sama dengan total input).

Dengan demikian, total output dari suatu sektor akan terdiri dari output untuk
memenuhi permintaan input antara (output yang dikonsumsi sektor itu sendiri atau
sektor lain untuk proses produksi), dan output untuk memenuhi permintaan akhir
(output yang dikonsumsi oleh pelaku ekonomi). Permintaan akhir terdiri dari komponen
konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto
(investasi oleh perusahaan), perubahan inventori, serta ekspor yang merefleksikan
konsumsi dari masyarakat di luar negeri terhadap barang dan jasa yang diproduksi di
Indonesia.

Sedangkan total input dari suatu sektor akan terdiri dari input antara (output dari
sektor itu sendiri atau dari sektor lain yang dibutuhkan untuk proses produksi) dana
input primer yang juga disebut sebagai nilai tambah. NTB terdiri dari komponen-
komponen seperti kompensasi (upah dan gaji) tenaga kerja, surplus usaha, dan pajak
neto (setelah dikurangi subsidi).

Asumsi dalam Analisis 10

Dalam analisis 10 terdapat beberapa asumsi. Pertama keseragaman (homogenity) di
mana setiap sektor ekonomi diasumsikan hanya memproduksi satu jenis barang dan
jasa menggunakan fungsi produksi dan struktur input yang seragam dan tidak ada
substitusi input antar sektor yang berbeda (BPS, 2025a). Kedua adalah
kesebandingan (proportionality), yaitu hubungan antara input dan output setiap sektor
adalah linier. Artinya, kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding
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dengan kenaikan dan penurunan input yang digunakan oleh sektor tersebut (BPS,
2025a). Ketiga, penjumlahan (additivity), yaitu total efek dari kegiatan produksi adalah
hasil penjumlahan dari efek kegiatan di tiap sektor yang terpisah (BPS, 2025a).
Keterbatasan lain analisis I-O adalah koefisien diasumsikan konstan selama periode
analisis. Artinya, teknologi yang digunakan dalam proses produksi dianggap tidak
mengalamim perubahan atau perkembangan. Karena itu, perubahan kuantitas dan
harga input akan selalu proporsional dengan perubahan kuantitas dan harga output
(BPS, 2025a).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder resmi dari berbagai instansi pemerintah,
dengan sumber utama berupa Tabel IO Indonesia dengan nilai transaksi domestik atas
harga dasar untuk 17 produk tahun 2020 yang dipublikasikan oleh (BPS, 2025b).
Dalam penelitian ini istilah produk selanjutnya disebut sebagai sektor. Pemilihan
tingkat agregasi ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data pelengkap
seperti jumlah tenaga kerja per sektor. Data jumlah tenaga kerja diperoleh dari data
penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir menurut
lapangan pekerjaan utama pada Februari tahun 2025 (BPS, 2026b).

Tabel 10 dengan nilai transaksi domestik atas harga dasar dipilih karena
menggambarkan hubungan antar-sektor dalam perekonomian domestik tanpa
memasukkan komponen margin perdagangan, transportasi, dan pajak atas produk,
sehingga lebih mencerminkan struktur produksi yang sesungguhnya. Penggunaan
varian transaksi domestik atas harga dasar juga memungkinkan analisis angka
pengganda output, nilai tambah, dan tenaga kerja dilakukan secara lebih akurat
karena tidak terdistorsi oleh komponen impor atau pajak produk.

Anggaran pendidikan yang disimulasikan berasal dari data Kemenkeu tahun 2025.
Sementara Tabel IO yang tersedia adalah tahun 2020. Karena itu, seluruh nilai
anggaran pendidikan disesuaikan dengan tingkat inflasi antara tahun 2020 dan 2025
atau dikonversi menjadi nilai pada tahun 2020 menggunakan deflator Produk Domestik
Bruto (PDB). Deflator PDB diperoleh dari World Development Indicator dengan tahun
dasar 2010 (World Bank, 2025). Mengingat data deflator PDB 2025 belum tersedia,
maka digunakan deflator PDB 2024 sebagai proksi dengan asumsi inflasi antara tahun
2024 dan 2025 tidak terlalu besar.

Prosedur pengolahan data dilakukan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung matriks Koefisien Teknologi (A)
Matriks ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar sektor dalam proses
produksi, yaitu seberapa besar input dari suatu sektor dibutuhkan untuk
menghasilkan output pada sektor lainnya. Secara matematis, koefisien teknologi

dihitung dengan rumus: a; = % di mana z; merupakan nilai output sektor ke-i yang
i

digunakan sebagai input oleh sektor ke-j, sedangkan X; menunjukkan total output
sektor ke-i. Dengan demikian, nilai aj merepresentasikan nilai output dari sektor j
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yang diperlukan sebagai input oleh sektor j untuk menghasilkan output senilai Rp
1. Semakin besar nilai aj, semakin kuat keterkait (Miller & Blair, 2022).

2. Menghitung invers dari matriks Leontief
(/- A)', di mana (/- A) adalah matriks Leontief dengan / adalah matriks identitas,
yaitu matriks yang unsur-unsurnya pada baris ke-i dan kolom ke-j bernilai 1 apabila
i = j dan unsur-unsur lainnya bernilai 0. Unsur baris ke-i dan kolom ke-j matriks ini
(aij) menunjukkan besarnya efek dari setiap Rp 1 permintaan akhir sektor ke-j
terhadap output sektor ke-i.

3. Menghitung nilai Indeks Daya Penyebaran dan Kepekaan
n
i=1 Qjj

i1 ik O
. Ny a
Indeks Derajat Kepekaan (IDK); = o;—7——

n
i=1 Zuj=1 %jj

(Miller & Blair, 2022; Sahara, 2017).

Indeks Daya Penyebaran (IDP); =

IDP mengukur tingkat kekuatan keterkaitan antara suatu sektor dengan sektor-
sektor pemasoknya (backward linkage). IDK mengukur kekuatan keterkaitan
antara suatu sektor dengan sektor-sektor yang menjadi pembeli outputnya (forward
linkage). Skor di atas 1 mengindikasikan keterkaitan yang kuat.

4. Mengidentifikasi anggaran untuk sektor pendidikan yang akan disimulasikan
efeknya.
Seperti telah disebutkan di bagian Latar Belakang, anggaran pendidikan pada
tahun 2025 sebesar Rp 724,3 triliun disalurkan melalui tiga cara. Penelitian ini
hanya akan menyimulasikan efek dari anggaran pendidikan yang disalurkan
melalui belanja pemerintah pusat dan melalui transfer daerah, yaitu sebesar Rp
644,30 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan yang disalurkan melalui skema
beasiswa LPDP, beasiswa gelar dan non-gelar Kemendikbudristek-Kemenag,
serta pendanaan riset, tidak ikut disimulasikan karena ada kemungkinan beasiswa
itu ada yang dibelanjakan penerima beasiswa untuk keperluan studinya di luar
negeri, sehingga tidak akan berdampak langsung ke pasar domestik. Di lain pihak,
tabel 10 merefleksikan kondisi di pasar domestik. Dengan demikian anggaran yang
disimulasikan adalah anggaran yang diberikan untuk PIP, KIP, TPG non-PNS, BOS,
BOP PAUD, TPG PNSD dan PPPK, serta DAK fisik pendidikan.

5. Penyesuaian efek inflasi
Karena tabel |10 yang digunakan tahun 2020, sedangkan anggaran Pendidikan (P)
yang akan disimulasikan dari tahun 2025, maka nilai tersebut dikonversi terlebih
dahulu menjadi nilai pada harga di tahun 2020 menggunakan deflator PDB (tahun
dasar 2010):

PDB Deplator:
Pyo20 = Pao25 X P 208
PDB Deplator,y,s
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6. Menyusun matriks perubahan nilai permintaan akhir (AF)

Selanjutnya, nilai anggaran pendidikan yang sudah disesuaikan dengan
pengaruh inflasi dan akan disimulasikan efeknya, dimasukkan ke matriks
perubahan nilai permintaan akhir (AF) yaitu pada sektor jasa pendidikan.
Sedangkan, pada sektor-sektor yang lain diasumsikan tidak terjadi perubahan
sehingga nilainya dianggap nol. Dengan demikian, hasil simulasi akan
menunjukkan dampak dari anggaran pendidikan saja. Anggaran pendidikan berupa
beasiswa biaya pendidikan akan muncul dalam bentuk konsumsi rumah tangga,
tunjangan dan honor tenaga pendidik akan muncul dalam bentuk konsumsi
pemerintah, sedangkan anggaran pendidikan untuk sarana prasarana pendidikan
akan muncul dalam pembentukan modal tetap bruto.

7. Menghitung Dampak terhadap Output (AX)
Selanjutnya, anggaran yang disimulasikan dampaknya terhadap perekonomian,
disimulasikan menggunakan rumus (Miller & Blair, 2022): AX = (I — A)™" x AF.
Semakin besar keterkaitan suatu sektor dengan sektor-sektor lain, maka semakin
besar pula dampak penyebaran dari perubahan permintaan akhir.

8. Menghitung Dampak terhadap NTB
Perhitungan dampak terhadap NTB melalui beberapa tahap (BPS, 2025c; Cahyono
& Sumargo, 2005). Mula-mula dilakukan perhitungan nilai koefisien NTB, yaitu
rasio antara nilai tambah sektoral (VA)) terhadap output sektoral (X)): v; = %
J
Selanjutnya, disusun matriks diagonal koefisien NTB ( V), yaitu dengan
menempatkan nilai koefisien NTB untuk setiap sektor pada elemen diagonal
matriks, yaitu pada posisi ketika indeks baris dan kolom sama (i = j). Sementara itu,
seluruh komponen di luar diagonal (i # j) diisi dengan nilai nol. Setelah itu dihitung
matriks efek pengganda dari NTB yang diperoleh dari hasil perkalian matriks
koefisien NTB dengan invers dari matriks Leontief atau matriks efek pengganda:
V-(I — A)'. Terakhir, menghitung dampak terhadap perubahan NTB, yaitu dengan
mengalikan matriks efek pengganda dari NTB dengan matriks permintaan akhir:

ANTB = 0-(I — A)"-AF,

9. Menghitung Dampak terhadap Kompensasi Tenaga Kerja
Perhitungan dampak permintaan akhir terhadap kompensasi (upah dan gaiji)
tenaga kerja (C) menggunakan cara yang sama dengan perhitungan dampak
terhadap NTB (Cahyono & Sumargo, 2005). Pertama, hitung nilai koefisien
pendapatan tenaga kerja (wj) yaitu rasio antara pendapatan tenaga kerja sektoral

(W)) terhadap output sektoral (Xi), w; = % Kemudian, susun matriks koefisien
J

pendapatan tenaga kerja (¢), di mana setiap elemen pada posisi i = j, berisi nilai w;,
sedangkan elemen lainnya bernilai nol. Tahap berikutnya adalah menghitung
matriks efek pengganda terhadap pendapatan tenaga kerja, yang diperoleh dari
hasil perkalian matriks koefisien pendapatan tenaga kerja dengan matriks efek
pengganda: ¢(/— A)~1. Terakhir, hitung perubahan kompensasi tenaga kerja
akibat perubahan permintaan akhir: AC = ¢(/ - A)™" x AF.
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10.Menghitung Dampak terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Perhitungan dampak permintaan akhir terhadap penyerapan tenaga kerja (TK) juga
menggunakan prinsip yang serupa dengan perhitungan dampak terhadap NTB
(Cahyono & Sumargo, 2005). Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja diawali
dengan perhitungan nilai koefisien jumlah tenaga kerja (/) yaitu rasio antara jumlah

tenaga kerja sektoral (L;) terhadap output sektoral (Xj): /. = )L—(’ Data jumlah tenaga
J

kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja diperoleh dari
data angkatan kerja yang bekerja selama seminggu terakhir menurut lapangan
pekerjaan utama tahun 2025 (BPS, 2026b). Kemudian susun matriks koefisien
jumlah tenaga kerja (), di mana setiap elemen pada posisi i = j, berisi nilai
sedangkan elemen lainnya bernilai nol, dan dilanjutkan dengan menghitung matriks
efek pengganda terhadap jumlah tenaga kerja, yang diperoleh dari hasil perkalian
matriks koefisien jumlah tenaga kerja dengan matriks efek pengganda: 1(/ — A)~.
Terakhir, menghitung dampak perubahan permintaan akhir terhadap perubahan
jumlah tenaga kerja ATK = 1(/ — A)™" x AF.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian
Tabel 2 menyajikan nilai IDK dan IDP serta kategori keterkaitan antar sektor ekonomi
di Indonesia.

Tabel 2. Skor IDK dan IDP serta Keterkaitan Antar Sektor

Sektor Produksi IDP IDK Kategori
Industri Pengolahan 1,0649 2,2861
Pengadaan Energi (Listrik & Gas) 1,5929 1,3858 Sektor Kunci
Transportasi & Pergudangan 1,0700 1,0350
Pertambangan & Penggalian 0,9015 1,2659
Perdagangan & Reparasi Kendaraan 0,8560 1,2090 Keterkaitan
Agrikultur (Pertanian, Kehutanan, & Perikanan) 0,7730 1,1448 Kuat ke
Informasi & Komunikasi 0,9459 1,1147 Depan
Jasa Perusahaan 0,9827 1,1042
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 1,1556 0,6199
Hotel & Restoran 1,0965 0,7345 Keterkaitan
Konstruksi 1,0855 0,7726 Kuat ke
Layanan Pemerintah 1,0634 0,6421 Belakang
Jasa lainnya 1,0126 0,6619
Jasa Keuangan & Asuransi 0,7921 0,9969
Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah 0,9213 0,6288 Keterkaitan
Real Estate 0,8214 0,7651 Lemah
Jasa Pendidikan 0,8648 0,6329

Sumber: Tabel |0 Indonesia 2020 (BPS, 2025b), diolah

Tabel 2 menunjukkan terdapat 3 sektor kunci (sektor yang punya keterkaitan kuat
ke depan dan ke belakang), 5 sektor dengan keterkaitan kuat ke depan, 5 sektor
dengan keterkaitan kuat ke belakang, dan 4 sektor dengan keterkaitan yang lemah
dengan sektor-sektor lain.
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Tabel 3 menampilkan hasil simulasi dampak dari anggaran belanja pendidikan yang
disalurkan melalui belanja pemerintah pusat dan melalui transfer daerah tahun 2025
terhadap nilai output, NTB, upah tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja sektoral
serta dampak dalam persentase. Tabel 3 ini juga menunjukkan sektor yang mengalami
peningkatan output, NTB, upah tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta
dampak dalam persentase terbesar adalah Jasa Pendidikan. Hal ini karena simulasi
hanya dilakukan pada sektor Jasa Pendidikan saja.

Tabel 3. Dampak Anggaran Pendidikan

Sektor Ekonomi Dampak
Output NTB Tenaga Kerja Dalam %
(triliun (triliun Upah Jumlah
Rp) Rp) (juta Rp) (ribu Orang)

Agrikultur 13,1 10,4 3,83 210,2 0,5052
Pertambangan & Penggalian 8,8 5,6 1,28 9,4 0,5708
Industri Pengolahan 64,9 25,1 7,78 156,5 0,7983
Pengadaan Energi 13,4 2,8 0,59 6,4 1,7712
Pengadaan Air & 0,5 0,3 0,07 4.3 0,6841
Pengelolaan Sampah
Konstruksi 5,9 2,3 1,09 15,0 0,1721
Perdagangan & Reparasi 211 14,8 6,44 202,4 0,7210
Kendaraan
Transportasi & Pergudangan 19,6 9,2 3,25 78,8 1,2777
Hotel & Restoran 14,1 6,2 3,07 136,6 1,1902
Informasi & Komunikasi 19,9 12,3 3,52 22,1 1,7713
Jasa Keuangan & Asuransi 9,2 71 2,55 16,5 0,9923
Real Estate 11,1 8,4 0,77 5,7 1,1495
Jasa Perusahaan 28,2 15,4 6,31 86,1 3,3974
Layanan Pemerintah 1,1 0,6 0,48 7,7 0,1443
Jasa Pendidikan 549,0 385,3 305,98 5.284,0 71,9065
Jasa Kesehatan & Kegiatan 0,6 0,2 0,14 2,3 0,0925
Sosial
Jasa lainnya 3,6 2,0 1,13 49,6 0,7763

Sumber: Tabel IO Indonesia 2020 (BPS, 2025b), diolah

Selain Jasa Pendidikan, terdapat lima sektor yang memiliki peningkatan output di
atas Rp 15 triliun, yaitu Industri Pengolahan; Jasa Perusahaan; Perdagangan dan
Reparasi Kendaraan; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan.
Terdapat lima sektor yang memperoleh dampak NTB lebih dari Rp 10 triliun, yaitu
Industri Pengolahan; Jasa Perusahaan; Perdagangan dan Reparasi Kendaraan;
Informasi dan Komunikasi; serta Agrikultur. Terdapat lima sektor yang memperoleh
dampak kompensasi tenaga kerja minimal Rp 3,5 triliun, yaitu Industri Pengolahan;
Perdagangan dan Reparasi Kendaraan; Jasa Perusahaan; Agrikultur; serta Informasi
dan Komunikasi. Terdapat empat sektor yang memperoleh dampak penyerapan
tenaga kerja paling sedikit 125.000 orang, yaitu Agrikultur; Perdagangan dan Reparasi
Kendaraan; Industri Pengolahan; serta Hotel dan Restoran. Terakhir, terdapat tiga
sektor yang memperoleh dampak dalam persentase lebih dari 1,5%, yaitu Jasa
Perusahaan; Informasi dan Komunikasi; serta Pengadaan Energi.
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4.2. Pembahasan

Keterkaitan Antar Sektor dan Dampak Anggaran Pendidikan

Tabel 2 menunjukkan terdapat tiga sektor kunci, yaitu Industri Pengolahan;
Pengadaan Energi; serta Transportasi dan Pergudangan. Pada tahun 2016, Industri
Pengolahan merupakan sektor penyumbang PDB terbesar (BPS, 2026c¢). Namun,
Pengadaan Energi serta Transportasi dan Pergudangan bukan merupakan sektor
kedua dan ketiga penyumbang PDB terbesar (BPS, 2026c). Hal ini menunjukkan
sektor kunci belum tentu merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB.
Tabel 2 juga menunjukkan bahwa Jasa Pendidikan bukan merupakan sektor yang
punya keterkaitan yang kuat dengan sektor-sektor lain. Meskipun keterkaitan Jasa
Pendidikan dengan sektor-sektor lain tergolong lemah, namun anggaran belanja
pendidikan tetap mengalir ke sektor-sektor lain dan menyebabkan besaran dampak
pada sektor-sektor selain Jasa Pendidikan berbeda cukup jauh dengan besaran
dampak terhadap Jasa Pendidikan (lihat Tabel 3).

Dampak terhadap Output

Dari lima sektor di luar Jasa Pendidikan yang memperoleh dampak output di atas Rp
15 triliun, sektor yang memperoleh dampak terbesar adalah Industri Pengolahan. Hal
itu karena aktivitas pendidikan sangat bergantung pada berbagai barang fisik hasil
manufaktur, seperti buku, kertas, spidol, mebel sekolah, komputer, Liquid Crystal
Display (LCD) proyektor, serta peralatan laboratorium. Sektor Jasa Perusahaan
memperoleh dampak output terbesar kedua di luar Jasa Pendidikan. Hal itu karena
dunia pendidikan membutuhkan berbagai layanan profesional, seperti jasa konsultan,
pelatihan, jasa administrasi, keamanan, kebersihan, hingga layanan outsourcing atau
layanan penyewaan tenda untuk kegiatan seperti pameran dan sebagainya yang
mendukung kegiatan akademik.

Sektro Perdagangan dan Reparasi Kendaraan, yang memperoleh dampak output
terbesar ketiga di luar Jasa Pendidikan karena Perdagangan, berperan sebagai
distributor barang yang digunakan pendidikan, seperti pengadaan alat tulis, perangkat
elektronik, mebel, hingga sarana laboratorium serta makanan/minuman jajanan bagi
anak didik. Selanjutnya, sektor Informasi dan Komunikasi memperoleh dampak output
terbesar keempat di luar Jasa Pendidikan karena institusi pendidikan semakin
bergantung pada penyedia layanan internet, jaringan data, platform e-learning, serta
perangkat teknologi informasi yang mendukung proses pembelajaran di era digital.
Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan memperoleh dampak output
terbesar kelima di luar Jasa Pendidikan karena dunia pendidikan memerlukan layanan
logistik seperti pengiriman peralatan, distribusi barang pembelajaran, penyediaan
transportasi kegiatan lapangan, serta mobilitas tenaga pendidik dan kependidikan dan
peserta didik. Dengan meningkatnya aktivitas pendidikan, kebutuhan transportasi dan
logistik pun ikut meningkat.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui dari kelima sektor yang memperoleh dampak output
terbesar di luar Jasa Pendidikan, dua di antaranya merupakan sektor kunci dan tiga di
antaranya merupakan sektor yang punya keterkaitan kuat ke depan. Karena itu
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dampak peningkatan output pada sektor-sektor tersebut akan mempengaruhi sektor-
sektor lain yang menggunakan output sektor-sektor tersebut sebagai input.

Dampak terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB)

NTB terdiri dari kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan pajak neto. Oleh karena
itu, NTB merefleksikan pendapatan dari seluruh pelaku ekonomi. Lima sektor rangking
pertama dampak NTB menduduki rangking yang sama dalam dampak output. Namun
Agrikultur yang menduduki rangking keenam dampak NTB, menduduki rangking
kesembilan dalam dampak output. Transportasi dan Pergudangan menduduki
rangking keenam dalam dampak output. Namun, dampak NTB-nya berada pada
rangking ketujuh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Transportasi dan
Pergudangan memiliki nilai output yang besar, ketergantungan produksinya pada input
antara dari sektor lain lebih tinggi, sehingga NTB yang tercipta tidak sebesar Agrikultur.
Perbedaan peringkat tersebut menggambarkan bahwa sektor dengan nilai output yang
lebih besar belum tentu menghasilkan NTB yang lebih besar, tergantung pada
teknologi produksi yang mempengaruhi ketergantungan suatu sektor terhadap input
dari sektor lain.

Dampak terhadap Upah Tenaga Kerja

Lima sektor dengan dampak NTB terbesar juga merupakan sektor dengan dampak
upah tenaga kerja terbesar, namun urutan rangkingnya berbeda. Sebagai contoh,
dampak NTB Perdagangan dan Reparasi Kendaraan berada pada posisi keempat,
tapi dampak upah tenaga kerjanya berada pada posisi ketiga. Sebaliknya, dampak
NTB Jasa Perusahaan berada pada posisi ketiga, tapi dampak upah tenaga kerjanya
berada pada posisi keempat. Hal ini menunjukkan peningkatan NTB yang lebih besar
tidak selalu mencerminkan peningkatan upah tenaga kerja yang lebih besar pula. Hal
itu karena sebagian NTB bisa terserap untuk komponen selain upah. Rangking
dampak upah tenaga kerja sektor Perdagangan dan Reparasi Kendaraan yang lebih
tinggi daripada rangking sektor Jasa Perusahaan menunjukkan tenaga Kkerja
Perdagangan dan Reparasi Kendaraan mendapat bagian dari NTB yang relatif lebih
besar daripada tenaga kerja Jasa Perusahaan.

Dampak terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Empat sektor dengan dampak penyerapan tenaga kerja terbesar juga merupakan
empat sektor dengan dampak upah tenaga kerja terbesar, tetapi urutannya berbeda.
Tingkat upah Industri Pengolahan cenderung lebih tinggi daripada Agrikultur sehingga
dampak upah tenaga kerja Industri Pengolahan berada di rangking kedua dan dampak
upah tenaga kerja Agrikultur berada di rangking keempat. Namun sebaliknya, dampak
penyerapan tenaga kerja Industri Pengolahan berada di rangking keempat sedangkan
dampak penyerapan tenaga kerja Agrikultur berada di rangking kedua. Perbedaan
tersebut menunjukkan permintaan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat
upah, tetapi juga oleh kebutuhan kualitas tenaga kerja pada masing-masing sektor.
Industri Pengolahan cenderung membutuhkan tenaga kerja dengan pengetahuan/
keterampilan yang lebih tinggi untuk mengoperasikan mesin dalam proses produksi
dibandingkan tenaga kerja di sektor Agrikultur sehingga sektor Agrikultur lebih mudah
menyerap tenaga kerja daripada sektor Industri Pengolahan.
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Dampak dalam Persentase

Dampak anggaran pendidikan terhadap output, NTB, upah tenaga kerja dan
penyerapan tenaga kerja dalam persentase, sama besarnya. Hal ini akibat dari asumsi
proportionality dalam model Input-Output yang membuat setiap peningkatan
permintaan akhir pada sektor pendidikan akan mendorong kenaikan output sektor lain
secara proporsional mengikuti pola hubungan yang sudah ada.

Tabel 3 menunjukkan urutan rangking dampak output dalam nilai absolut dan
persentase yang berbeda. Misalnya, dampak output untuk sektor Pengadaan Energi
berada dalam posisi kedelapan, tetapi dampaknya dalam persentase berada pada
rangking keempat. Hal ini menunjukkan sektor yang memperoleh dampak output
secara absolut relatif lebih kecil, juga bisa memperoleh dampak pertumbuhan output
yang lebih besar. Dampak anggaran pendidikan yang cukup besar terhadap
pertumbuhan output sektor Pengadaan Energi terjadi karena seiring meningkatnya
anggaran pendidikan, maka intensitas kegiatan pendidikan pun bertambah sehingga
kebutuhan energi turut meningkat sebab operasional lembaga pendidikan sangat
bergatung pada pasokan energi. Kegiatan belajar mengajar di ruang kelas,
penggunaan laboratorium, pengoperasian komputer, LCD, perangkat jaringan internet,
hingga pendingin ruangan membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak anggaran pendidikan tahun 2025
terhadap perekonomian Indonesia menggunakan analisis 10, khususnya melalui
identifikasi keterkaitan antar sektor (IDP dan IDK) serta estimasi dampak terhadap
output, NTB, kompensasi tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja, serta dampak
dalam persentase. Berdasarkan hasil perhitungan IDP dan IDK, terdapat tiga sektor
yang dikategorikan sebagai sektor kunci, yaitu Industri Pengolahan; Pengadaan Energi;
serta Transportasi dan Pergudangan. Kemudian, terdapat lima sektor yang memiliki
keterkaitan kuat ke belakang, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Hotel dan
Restoran; Konstruksi; Layanan Pemerintah Wajib; dan Jasa Lainnya. Selain itu,
terdapat lima sektor dengan keterkaitan kuat ke depan, yaitu Pertambangan dan
Penggalian; Perdagangan dan Reparasi Kendaraan; Agrikultur; Informasi dan
Komunikasi; serta Jasa Perusahaan.

Simulasi peningkatan permintaan akhir pada sektor Jasa Pendidikan menunjukkan
bahwa sektor ini memberikan dampak terbesar terhadap seluruh indikator ekonomi
yang dianalisis. Di luar sektor Jasa Pendidikan, dampak ekonomi terutama mengalir
ke sektor Industri Pengolahan, Jasa Perusahaan, Perdagangan dan Reparasi
Kendaraan, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, serta
Agrikultur. Sektor-sektor tersebut memperoleh dampak relatif besar pada peningkatan
output, Nilai Tambah Bruto (NTB), kompensasi tenaga kerja, dan penyerapan tenaga
kerja.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keterkaitan Jasa
Pendidikan terhadap sektor-sektor yang lain tergolong lemah, namun anggaran
pendidikan tetap memberi dampak terhadap sektor-sektor yang lain walaupun
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dampaknya relatif kecil. Hal ini menegaskan bahwa dampak anggaran pendidikan
terhadap perekonomian akan lebih terlihat signifikan dalam jangka panjang.
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